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HASIL PEMANTAUAN
PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
DALAM PEMILIHAN UMUM 2019

Ringkasan Eksekutif

Pemilu 2019 memiliki nilai strategis karena meletakan mekanisme baru berupa
keserentakan memilih: (a) Presiden dan Wakil Presiden, Daerah pemilihan (Dapil)
seluruh Indonesia; (b) 575 anggota DPR RI, dengan 80 Dapil; (c) 136 anggota DPD,
dengan 34 Dapil; (d) 2.207 anggota DPR Provinsi, dengan 272 Dapil; dan (e) 17.610
anggota DPRD Kabupaten/Kota, dengan 2206 Dapil.

Mekanisme keserentakan tersebut didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 14/PUU-IX/2013 didasarkan pada penafsiran terhadap Pasal 6A ayat (2) UUD
1945, dasar pertimbangan untuk menghindari negosiasi politik antara capres dengan
partai politik yang mereduksi posisi presiden dalam menjalankan kekuasaan
pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial, serta demi -efisiensi,
mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di
masyarakat.

Berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan bagi setiap warga
negara untuk berpartisipasi dalam pemilu. Jaminan itu antara lain disebutkan di dalam
Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan
Hak Sipil dan Politik, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang
Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta berbagai peraturan perundangan
lainnya. Di samping itu, berbagai aturan internasional tentang hak asasi manusia
seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan lainnya juga mengatur
jaminan konstitusional bagi pemilih.

Dalam konteks pemilu, kewajiban negara, khususnya pemerintah adalah memastikan
kondisi kebebasan yang memastikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk
mengikuti pemilu, termasuk jika terdapat masalah hukum, baik administrasi pemilu
maupun pelanggaran hukum lain. Hak asasi manusia harus dipandang esensial dalam
konteks pemilu, tidak hanya terkait memilih atau memberikan suara, namun pemilu
itu sendiri harus diselenggarakan dengan prasyarat HAM. Dalam konteks hak asasi
manusia maka pelaksanaan pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan: (a) hak
untuk berperan dalam pemerintahan (right to take part in government); (b) hak untuk
memilih dan dipilih (right to vote and to be elected); dan (c) hak untuk memperoleh
kesetaraan akses dalam pelayanan publik (right to equal access to public service).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memandang bahwa
pelaksanaan pemilihan umum tidak sekedar memberi legitimasi bagi kekuasaan
politik maupun prosedur rutin yang harus dipenuhi dalam negara demokratis,
melainkan mekanisme terpenting untuk pelaksanaan hak konstitusional warga negara



sebagai bagian dari hak asasi manusia dan pengejewantahan pelaksanaan kedaulatan
rakyat.

Berdasarkan putusan Sidang Paripurna Nomor 12/SP/X/2018 dan SK Nomor 002/
KomnasHAM/I/2019, menganamanatkan pemantauan pemilu 2019 memfokuskan
pada 3 (tiga) aspek yaitu pertama, hak untuk memilih terutama bagi kelompok rentan
yakni warga binaan dan tahanan, pasien rumah sakit dan penyandang disabilitas;
kedua, praktik ujaran kebencian dan diskriminasi ras etnis; serta ketiga, kemurian
hasil suara.

Pelaksanaan pemantuan dilakukan di Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa
Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan oleh Kantor Perwakilan
untuk wilayah Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku
dan Papua. Selain fokus pada tiga hal tersebut tim pemantau pemilu Komnas HAM
juga melakukan pemantauan terhadap peristiwa banyaknya penyelenggara pemilu
terutama anggota KPPS yang jatuh sakit dan meninggal, khusus untuk persoalan ini
Komnas HAM memantau di empat provinsi yaitu Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah
dan Jawa Timur. Selain dilakukan pemantauan langsung dengan bertemu petugas
yang sakit dan keluarga petugas yang meninggal juga dilakukan diskusi terfokus
dengan para stakholders terkait untuk menguraikan masalah serta merumuskan
rekomendasi agar peristiwa tersebut tidak terulang.

Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden

Salah satu pentahapan yang dilakukan sebelum pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden 2019 adalah Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden. Kegiatan debat
kandidat ini dilaksanakan 5 kali dengan tema-tema yang telah ditentukan. Tim
Pemantauan Komnas HAM melakukan pengamatan dan analisa atas substansi
program-program para Capres dan Cawapres yang disampaikan dalam kegiatan
tersebut. Setelah melakukan pengamatan dan analisa Komnas HAM kemudian
menyampaikan hasil amatan dan analisanya kepada publik. Pada debat kelima
Komnas HAM melakukan amatan dan analisa atas debat tersebut, akan tetapi tidak
disampaikan dalam konperensi pres karena bertepatan dengan minggu tenang.

Tema debat pertama menganai hukum, korupsi dan HAM, Komnas HAM menilai
bahwa kedua Calon Presiden dan Wakil Presiden belum memahami konsep HAM
secara substansial sehingga komitmen penegakan HAM yang di dalamnya terdapat
strategi penyelesaian atas kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk dugaan
pelanggaran HAM yang berat belum terlihat.

Tema debat kedua mengenai Pangan, Energi, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup, Komnas HAM belum melihat komitmen negara dalam menjamin
bumi, air dan kekayaan alam lainnya dipergunakan oleh dan untuk kemakmuran
rakyat, dan belum terlihat gagasan program dari kedua Calon Presiden dan Wakil
Presiden yang lebih komprehensif untuk menghadapi persoalan ini terutama dalam isu
hak asasi manusia. Komnas HAM menilai bahwa debat kedua yang dilakukan belum
dapat menggambarkan secara komprehensif peta permasalahan dan strategi kebijakan
masing-masing dalam upaya perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM di
Indonesia. Persoalan HAM yang penting dan perlu segera dilakukan penanganan
terutama menyangkut Pelanggaran HAM terkait Konflik Sumber Daya Alam dan
akses terhadap keadilan.

Tema ketiga mengenai Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sosial dan Budaya,
Komnas HAM menilai bahwa indikator terpenuhinya hak-hak asasi menyangkut hak




pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya mencakup 4 (empat) hal
yaitu, Availability (ketersediaan) meliputi fasilitas, infrastruktur dan tenaga.
Aksessibilitas meliputi prinsip non diskriminasi, pemihakan terhadap kelompok-
kelompok marginal (perempuan, anak, disabilitas), terjangkau dan informatif
Akseptibilitas, meliputi menghormati budaya, etika, budaya individu, kelompok
minoritas, komunitas dan sensitif gender. Keempat berkenaan dengan Kualitas
mengenai keterampilan aparatur, pemenuhan kaidah ilmu pengetahuan dan layanan
yang prima. Debat itu belum mampu menggali pehamanan, strategi kebijakan dan
kebijakan taktis terkait pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan serta sosial dan
budaya secara komprehensif dari calon; yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hak
asasi manusia yang secara spesifik terutama terutama diatur dalam UU No 11 Tahun
2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Tema debat keempat, mengenai Ideologi, Pemerintahan, Keamanan, dan Hubungan
Internasional, memperhatikan dengan seksama pelaksanaan debat tahap keempat
Komnas HAM menilai bahwa kedua pasangan Calon Presiden, baik Joko Widodo dan
Prabowo Subianto berupaya menjadikan idelogi Pancasila sebagai jalan perjuangan
dalam melaksanakan mandat konstitusi dan tujuan bernegara yang diatur dalam
pembukaan UUD 1945. Akan tetapi, kedua pasangan Calon Presiden belum melihat
akar persoalan dalam mewujudkan negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak
asasi manusia mengenai relasi sipil dan militer, masih berkutat pada strategi
penguatan pertahanan negara untuk melindungi bangsa Indonesia, masih sebatas
peningkatan anggaran, perluasan teritori kelembagaan.

Untuk mengukur sejauhmana komitmen pasangan calon presiden dan wakil presiden
terhadap pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM, Komnas HAM juga
membedah visi misi yang diwakili oleh Tim Kemenangan Nasional (TKN) Joko
Widodo-Maruf Amin dan Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo
Subianto — Sandiaga Uno. Kesimpulan dari paparan tersebut, Komnas HAM melihat
bahwa isu HAM kurang diangkat oleh kedua pasangan Calon Presiden. Komnas
HAM berharap agar para pasangan calon (paslon) memasukkan HAM dalam setiap
aspek isu yang diangkat, seperti aspek ekonomi berbasis HAM, right to food, dan lain
sebagainya. Komnas HAM memandang perlu masalah HAM ini diperhatikan dalam
visi dan misi para paslon Capres. Seperti, bagaimana dimensi HAM yang menjadi
tujuan konsesi untuk masyarakat dan rakyat Indonesia dapat terwujud, dan bagaimana
agar perwujudan HAM menjadi agenda seluruh bangsa Indonesia. Komnas HAM,
sebagaimana disampaikan oleh Ketua Komnas HAM dalam membuka kegiatan bedah
visi dan misi mempunyai tujuan agar semua yang dirancang oleh timses tereksplorasi
kepada publik

Pelaksanaan Pemantauan

Komnas HAM RI memberikan penilaian awal bahwa pelaksanaan pemilihan presiden
(Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) pada 17 April 2019 lalu telah berjalan
dengan lancar dan tanpa hambatan yang berarti. Komnas HAM memberikan apresiasi
terhadap pihak kepolisian, KPU, Bawaslu sebagai penyelenggara serta pengawas
Pemilu yang telah melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik.

Meskipun demikian, dalam proses perencanaan maupun tahapan pelaksanaan Pileg
dan Pilpres, Komnas HAM memberikan catatan terkait tindakan diskriminasi,
Komnas HAM tidak menemukan langsung adanya indikasi tindakan diskriminasi
yang bernuansa SARA oleh masing-masing tim kampanye, sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi



Manusia jo Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penghapusan
Diskriminasi Ras Dan Etnis. Berbagai kekhawatiran munculnya gesekan yang dipicu
isu SARA yang sempat muncul di masyarakat tidak terjadi. Hal ini berbeda dengan
pelaksanaan Pilkada pada tahun 2018. Meskipun demikian, di media sosial terutama
marak hoax dan ujaran kebencian menjelang pemungutan suara 17 April maupun
setelahnya, pihak-pihak yang melakukan tindakan tersebut terutama oknum pegiat
sosial dan masyarakat umum.

Terkait pemastian pemenuhan hak pilih, Komnas HAM mencatat proses pemberian
e-KTP masih banyak kendala baik aspek regulasi, teknis, jaringan dan geografis
sehingga menghambat terpenuhinya hak pilih warga Negara. Meskipun sudah
terdapat sejumlah upaya yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri RI, melalui
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan melakukan perekamanan KTP
elektronik (e-KTP) secara pro aktif dan jemput bola.

Perekaman e-KTP uituk para tahanan dan nara pidana, terkendala aspek teknis dan
itikad baik dari masing-masing pemerintah daerah, pengaruh tidak tersedianya data -
diri narapidana karena tidak bisa didasarkan pada putusan pengadilan atau dokumen
di lembaga pemasyarakatan atau tahanan. Dengan tidak dimiliknya dokumen e-KTP
menjadi kendala dalam daftar pemilih. Setidaknya, 31.184 narapidana/tahanan di 5
(lima) provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur dan
Sulawesi Selatan tidak dapat memberikan hak suaranya karena terkendala persyaratan
e-KTP/suket; mereka tidak tercatat sebagai pemilih.

Terhadap pemilih yang menjadi tahanan Kepolisian, relatif bisa terlayani karena
adanya TPS terdekat yang mendatangi mereka, tetapi banyak juga yang tidak dapat
memilih karena alasan teknis (ketiadaan KTP dan tingkat keluar masuk penghuni
yang tinggi).

Terhadap penyandang disabilitas, KPU pada umumnya telah berusaha untuk
menjamin pemenuhan hak konstitusional mereka dengan melakukan perbaikan dari
pemilu sebelumnya, bahkan di beberapa tempat melibatkan mereka ‘sebagai
penyelenggara pemilihan (PPS). Kecuali di Kalimantan Tengah pendataan
penyandang disabilitas masih menghadapi persoalan. Biasanya di DPT hanya tuna
netra yang diidentifikas sebagai penyandang disabilitas, tidak yang lainnya. Akses
ataupun fasilitas memilih bagi penyandang disabilitas masih belum cukup ramah.

Terhadap pasien rumah sakit, termasuk keluarganya, masih menjadi persoalan yang
serius. Belum maksimalnya koordinasi antara Penyelenggara Pemilu di daerah dengan
Dinas Kesehatan maupun manajemen Rumah Sakit menyebabkan pendataan pemilih
di rumah sakit masih menemui kendala. Tidak adanya TPS khusus di RS
sebagaimana pemilu sebelumnya, dan mengandalkan petugas TPS terdekat
mendatangi pasien dan keluarganya mengurnagi hak memilih pasien dan keluarganya.
Dengan sistem ini hak memilih pasien tergantng pada ketersediaan waktu dan
logistik.

Terhadap kelompok masyarakat adat dan terpencil di beberapa wilayah juga masih
terkendala dalam memperoleh akses memilihnya karena tidak ber-e-KTP. Baik yang
disebabkan oleh masalah pengakuan wilayah administrasi tempat komunitas adat
tersebut tinggal maupun karena adanya ketentuan adat yang tidak bisa dilanggar.
Suku Kajang, Sulawesi Selatan, misalnya, belum melakukan perekaman KTP karena
adanya keyakinan untuk tidak melepas ikat kepala saat akan diambil gambar. Begitu



juga dengan Komunitas Adat di Hulu, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Lamandau,
yang tidak bisa baca tulis.

Berkenaan dengan isu atau permasalahan di wilayah dengan situasi/kondisi tertentu,
Komnas HAM mencatat terkait dengan pemenuhan hak pilih warga minoritas Syiah
dari Kabupaten Sampang yang ditempatkan di Rusun Jemundo, Sidoarjo, walaupun
pihak KPU telah memfasilitasi mereka dalam memilih, namun dalam pelaksanaannya
cukup sulit. Begitu pun warga Nias Selatan mengalami keterlambatan logistik di
beberapa daerah dengan akses lokasi yang cukup sulit, dan persoalan buta huruf.

Sedangkan berkaitan dengan jatuhnya korban sakit dan kematian anggota KPPS,
Pengawas Pemilu dan Tenaga Keamanan pada saat maupun setelah
penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2019, Komnas HAM mencatat adanya dugaan
pengabaian perlindungan hak kesehatan petugas KPPS, PPS, PPK, Petugas Keamanan
dan Pengawas Pemilu saat melaksanakan tugas kepemiluan 2019. Selain itu, Komnas
HAM belum melihat adanya langkah terpadu, baik dari KPU dan Bawaslu, maupun
Kementerian Kesehatan, untuk mengantisipasi dan menangani jatuhnya korban secara
massal. Komnas HAM mendesak Negara, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat,
Penyelenggara Pemilu perlu meningkatkan komitmennya perlindungan terhadap
korban sakit dan meninggal, serta melihat petugas pemilu tidak hanya dipandang
sebagai sukarelawan.

Khusus mengenai kemurnian suara yang biasanya dipengaruhi faktor politik uang dan
netralitas penyelenggara, Komnas HAM mendasarkan pada data Polri dan Bawaslu
RI. Sebanyak 35 kasus politik uang yang ditangani tim Satgas Anti Politik Uang Polri
dan Bawaslu dari hasil patroli pengawasan untuk mencegah dan mengawasi praktik
politik uang, terutama selama masa tenang menangkap tangan peserta pemilu dan tim
pemenangan sebanyak 25 kasus di 25 kabupaten/kota.

Indikator mengenai pemilihan umum yang bebas (free election), terutama jaminan
iklim kebebasan, secara umum tahanan dan narapidana, pasien rumah sakit,
penyandang disabilitas bebas menggunakan hak pilihnya. Tidak ada paksaan maupun
intimidasi bagi warga yang memiliki hak pilih; mereka bebas berpendapat maupun
berkumpul, dan pencoblosan suara dilakukan secara rahasia. Dari segi regulasi semua
orang, termasuk kelompok rentan, memiliki hak yang setara untuk memilih tanpa
diskriminasi. Akan tetapi berkaitan dengan fasilitasi sarana dan prasarana,
ketersediaan logistik dan pemenuhan administrasi menjadi titik lemahnya. Pada area
ini persoalan kebebasan menggunakan hak pilik kelompok marginal banyak terjadi.

Jaminan kebebasan untuk memilih, tidak dipenuhi secara utuh terutama bagi
kelompok rentan, persoalan administrasi kependudukan dengan kepemilikan KTP
elektronik maupun Nomer Induk Kependudukan (NIK) menjadi sebabnya dan hanya
sebagian yang dimasukan dalam DPHTDb tahap ketiga. Sebagai akibatnya mereka
tidak dapat memilih. Misalnya, tahanan dan warga binaan yang berada di Rutan dan
Lapas dalam menggunakan hak pilihnya. Seharusnya surat keterangan Kalapas dan
Karutan, serta petikan putusan cukup menjadi dasar penetapan DPT dan jaminan
mereka berhak untuk memilih. Demikian bagi pemenuhan hak pilih pasien rumah
sakit, banyak variasi dan perbedaan di lapangan. Hal ini berbeda dengan pemilu
sebelumnya yang memiliki aturan mengenai TPS Khusus di Rumah Sakit.

Jaminan kebebasan untuk memilih juga memasukkan parametr proses
peradilan/penyelesaian perselisihan, mulai dari proses penerimaan pengaduan
pelanggaran pemilu atau peristiwa lainnya yang terjadi terkait dalam proses pemilu




sampai persidangan. Tim menilai bahwa telah tersedia prosedur dan mekanisme untuk
menjamin terpenuhinya hak-hak asasi warga dalam setiap tahapan pemilu/pilkada.
Proses penyelesaian perselisihannya berlangsung secara obyektif dan berkeadilan.

Terkait dengan jaminan kerahasiaan, parameter yang dilihat upaya penyelenggara
pemilu memastikan bahwa pemilih dapat menentukan pilihannya tanpa diketahui
pihak lain, dalam bentuk TPS yang tertutup, petugas yang independen, dan tidak
adanya pendampingan terhadap pemilih, serta keamanan bagi pemilih untuk memilih
secara rahasia. Secara umum hasil pantavan di berbagai wilayah tersebut
menunjukkan kerahasiaan pemilih dijamin sampai tahap pemungutan suara dan
perhitungan suara dalam TPS. Panitia pengawas (panwas) dan saksi-saksi secara
umum terlihat dan terlibat dalam setiap TPS. Meski demikian perlu dicata bahwa
untuk calon DPD saksi-saksi di TPS jarang tersedia.

Mengenai Pemilihan Umum yang Adil (fair election), dengan indikator umum dan
setara, kelengkapan data pemilih, tim mencatat banyak narapidana/tahanan yang
bukan berasal dari domisili lapas/rutan setempat yang tidak dapat merealisasikan
haknya memilih. Dalam hal ini Komnas HAM menilai bahwa kerjasama antara KPU,
Kemendagri, Kanwil Hukum dan HAM, serta Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan,
terutama menyangkut data pemilih. Komnas HAM juga mengapresiasi upaya
penyelenggara pemilu merespons kurangnya logistik terutama surat suara di berbagai
rumah sakit dan Lapas/Rutan, termasuk upaya menyediakan TPS berjalan walaupun
belum sepenuhnya mengakomodasi hak konstitusional pemiluh.

Mengenai indikator Nondiskriminasi, berbagai sejumlah kovenan internasional dan
aturan nasional sudah menentukan larangan adanya diskriminasi berbasis ras, etnis
dan agama yang juga berlaku dalam hak warga memilih atau untuk dipilih. Dalam
pantauan Pemilu 2019 kali ini pembelahan masyarakat terjadi secara masif khususnya
dalam Pilpres. Akan tetapi, secara umum di level masyarakat bawah, hasil pantauan
Komnas HAM di 6 (enam) provinsi justru intensitas diskriminasi ras, etnis menurun
dibanding dengan Pilkada serentak 2018 yang lalu.

Berkaitan dengan prinsip kesetaraan, secara tradisional dikenal dengan istilah “one
person one vote” (satu orang satu suara). Hasil pantauan belum menemukan
signifikansi adanya penggelembungan dan/atau manipulasi hasil penghitungan suara
yang mempengaruhi kemurnian hasil dalam pemilu 2019 kali ini.

Rekomendasi

Dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak untuk turut serta dalam pemerintahan
yang diformulasikan dengan hak pilih dan memilih sebagai jaminan dari
konstitusional, maka merekomendasikan kepada DPR RI untuk (a) melakukan
evaluasi, terutama oleh komisi II, terhadap penyelenggaraan pemilu serentak tahun
2019 yang telah memberi beban kerja lebih bagi petugas penyelenggara pemilu,
sehingga mmenimbulkan peristiwa sakit dan meninggalnya ratusan petugas; (b)
meningkatkan mekanisme perlindungan melalui regulasi dan anggaran bagi
penyelenggara pemilu secara memadai, sebagai bagian dari tanggungjawab negara
dalam pemenuhan hak asasi manusia; (c) melakukan evaluasi terhadap sistem
pendataan kependudukan dan penggunaan KTP Elektronik sebagai syarat penggunaan
hak pilih yang berdampak terhadap pemenuhan hak pilih warga negara, yang
merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusional, yang wajib dipenuhi serta
dilindungi oleh negara.




Terhadap KPU RI, Komnas HAM merekomendasikan untuk (a) mengevaluasi sistem
pendataan pemilih dengan berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Dalam
Negeri untuk memastikan terpenuhinya hak pilih warga negara, khususnya kelompok
rentan; (b) meningkatkan jaminan pemenuhan hak pilih bagi tahanan dan warga
binaan yang ditempatkan di Rutan dan Lapas sehingga tidak ada perbedaan perlakuan
di berbagai wilayah yang menyebabkan hilangnya hak konstitusional mereka; (c)
secara struktural dan fungsional meningkatkan koordinasi dengan Kementerian
Kesehatan dan seluruh Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin pemilih di RSU
baik milik pemerintah maupun swasta dan RSJ untuk bisa difasilitasi dengan baik; (d)
meningkatkan fasilitasi dan dukungan terhadap akses dan pemenuhan hak pemilih
penyandang disabilitas, serta mendorong partisipasi penyandang disabilitas sebagai
petugas penyelenggara pemilu atau pun peserta Pemilu. Apabila diperlukan, maka
mengambil kebijakan khusus terkait pemenuhan hak pilih dari kelompok rentan; (e)
melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem kepemiluan yang serentak,
termasuk yang berimbas pada potensi kematian atau sakitnya petugas penyelenggara
KPPS, PPS, PPK, Pengawas dan Petugas Keamanan. Evaluasi terutama dilukan atas
aspek regulasi mengenai rekrutmen, usia, waktu dan beban kerja, serta jaminan
kesehatan, kelayakan honor, dan logistik kepemiluan; (f) perlu adanya pemisahan
pelaksanaan pemilu untuk tingkat nasional (pilpres, DPR, dan DPD) dan daerah
(gubernur, bupati/walikota, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota); dan (g)
menjadikan aspek kesehatan petugas penyelenggara pemilu sebagai bagian dari titik
rawan penyelenggaraan pemilu sehingga perlu kerjasama secara intens dengan
kementerian kesehatan untuk membuat langkah antisipasi serta pencegahan yang
lebih baik.

Kepada Bawaslu RI, Komnas HAM RI merekomendasikan agar (a) meningkatkan
pengawasan dalam penyelenggaran pemilu terutama untuk kelompok rentan sehingga
aspek pemenuhan hak pilih masyarakat semakin terjamin; meningkatkan upaya
pencegahan sehingga praktik penyimpangan yang mungkin akan terjadi dalam setiap
tahapan pemilu bisa dikurangi; menindak pelanggaran yang terjadi secara tegas, serta
meningkatkan kualitas rekomendasi yang dikeluarkan sehingga kualitas pengawasan
pemilu semakin baik; (b) meningkatan koordinasi dengan Kepolisian dan Komnas
HAM RI dalam penindakan praktik diskriminasi berbasis SARA dalam pemilu, serta
mendorong kerja sama dengan Kementerian Menpan/RB dalam penanganan terhadap
pelanggaran netralitas ASN; (¢) menyampaikan hasil evaluasi pengawasan secara
keseluruhan terhadap penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019, termasuk
penanganan petugas yang sakit dan meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya;
(d) meningkatkan pemahaman para pengawas pemilu terutama pada lapisan bawah
tentang keberadaan kelompok rentan dalam penyelenggaraan pemilu sebagai bagian
dari pemenuhan hak konstitusionalnya sebagai warga negara.

Rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri RI untuk (a) menyediakan dan
menyajikan data kependudukan yang akurat sebagai dasar penyusunan DPS/DPT
dalam penyelenggaran pilkada dan pemilu yang akan datang; (b) mempercepat
pelayanan penerbitan KTP elektronik bagi seluruh penduduk Indonesia yang berhak,
sehingga akan menjamin pemenuhan hak-haknya, termasuk hak untuk ikut serta
dalam pemerintahan yang antara lain diwujudkan melalui pemilu; (c)
mengkoordinasikan dan membangun sinergi pemerintah daerah dengan berbagai
elemen di masyarakat dan pihak lainnya sehingga penyelenggaran pilkada dan pemilu
berlangsung semakin damai, bermartabat dan berintergritas dan menghasilkan
pemimpin atau perwakilan yang baik.



Kepolisian RI juga diberikan rekomendasi agar (a) meningkatkan koordinasi
pengawasan bersama Bawaslu terhadap pelanggaran kepemiluan yang berdimensi
pidana sehingga dapat dilakukan upaya penindakan hukum untuk menghindari
persebaran konflik dan kerawanan sosial; (b) memastikan penegakkan hukum yang
adil, imparsial dan tidak memihak dalam seluruh tahapan pemilu, baik yang
merupakan tindak pidana pemilu maupun tindak pidana umum yang terjadi dan terkait
proses pelaksanaan pemilu; (c) berkoordinasi dengan Komnas HAM RI terutama
dalam penanganan ujaran kebencian (hate speech) dan diskriminasi ras, etnis dan
agama; (d) meningkatkan upaya pencegahan pada setiap potensi pelanggaran dan
gangguan keamanan yang muncul yang bisa berakibat terjadinya konflik sosial dalam
masyarakat; (¢) meningkatkan koordinasi dengan KPU RI dan Kemendagri RI terkait
pendataan pemilih yang berada di tahanan polres/polda. :

Kepada Kementerian Hukum dan HAM RI merekomendasikan untuk : (a)
mengevaluasi sistem pendataan pemilih yang berada di Lapas/rutan, termasuk
mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan pemilu yang lalu dan (b)
meningkatkan koordinasi dengan KPU RI dan Kemendagri RI terkait pendataan
pemilih yang berada di lapas/rutan untuk melakukan perekamanan KTP elektronik
sebagai dasar dalam penetapan pemilih oleh KPU.

Kementerian Kesehatan RI juga menjadi pihak untuk direkomendasikan agar (a)
mengevaluasi sistem pendataan pemilih yang berada di rumah sakit, termasuk
mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan pemilu yang lalu dan (b)
meningkatkan koordinasi dengan KPU RI dan manajemen rumah sakit (termasuk
rumah sakit jiwa) terkait pendataan pasien yang masuk dalam kategori pemilih yang
berada di rumah sakit/puskesmas minimal H-3 sebelum waktu pelaksanaan.

Kementerian Sosial RI juga direkomendasikan untuk (a) mengevaluasi sistem
pendataan pemilih yang berada di panti-panti sosial, termasuk mengidentifikasi
permasalahan dalam pelaksanaan pemilu yang lalu dan (b) meningkatkan koordinasi
dengan KPU RI dan Kemendagri RI terkait pendataan pemilih yang berada di panti-
panti sosial.

Komnas HAM juga mengharapkan masyarakat bisa turut menciptakan kondisi yang
aman, damai, dan kondusif bagi keberlanjutan proses demokrasi di Indonesia.
Berdasarkan pelaksanaan Pemilu Presiden 2019, masyarakat pun diharapkan bisa
terus-menerus secara aktif terlibat untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh
proses atau tahap penyelenggaraan pemilu untuk menciptakan pemilu yang jujur dan
adil. Komnas HAM juga mendorong komunitas lembaga-lembaga survei untuk
mengorganisir diri dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kualitas survei
untuk menjaga kredibilitas, obyektivitas, dan reputasi ilmiahnya (self regulating).
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